
 

 

BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sengketa dengan Perkara  Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg terjadi karena 

adanya  Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I  kepada Penggugat. 

Dengan kronologinya, yaitu: 

a. Awal mulanya mereka melakukan perjanjian jual beli tanahsehingga 

membuat tentang pembayaran atas Surat Pengakuan Hutang tanggal 01 

April 1996 yang dilegalisasi oleh NotarisHF  Nomor 2021/L-1996.Pada 

waktu bersamaan dengan Surat Pengakuan Hutang tersebut, penggugat 

juga menandatangi Akta Jual Beli kosong atas Objek Perkara. Dalam 

artian Akta Jual Beli atas Tanah belum ada. 

b. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut sampai jangka waktu 

yang telah ditentukan, Tergugat I tidak dapat melunasi sisa pembelian 

tanah, akhirnya mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. 

c.  Dan membuat perjanjian baru bahwa perjanjian itu batal dan Tergugat I 

harus mau menerima pengembalian uang dari si Tergugat, namun 

Tergugat I tersebut tidak mau menerimanya dengan berbagai alasan. 

Sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan karena sudah 

melakukan wanprestasi. 

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg 

yaitudalam amar putusannya Hakim memenangkan Penggugat, yang 

didasari dari pembuktian pada saat proses dalam persidangan sehingga 



 

 

hakim dapat membuat pertimbangan hukum (rechtsgronden) yang akan 

menentukan nilai dari suatu putusan hakim tersebut.Penggugat mempunyai 

alat bukti berupa surat-surat dan 3 orang Saksi yang telah memberikan 

kesaksian tentang peristiwa dan keadaan dari objek perkara, dan TergugatI 

mengemukakan bukti dalil-dalil bantahannya. Berdasarkan dalil gugatan 

para Penggugat dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan 

sebagaimana diatas, Majelis hakim menyimpulkan para Penggugat dan 

Tergugat  sama-sama mengakui dan tidak ada menyangkal atas fakta 

tersebut. pertimbangan hakim ini didasarkan pada KUHPerdata  pada Pasal 

1238, pasal 1239, serta pasal 1243 yang merupakan sumber hukum atas 

terjadinya Wanprestasi. 

3. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah  setelah adanya 

putusan pengadilan, bagi Pihak Penggugat yaitu bahwa penggugat merasa 

dirugikan atas perbuatan si tergugat yang tidak melunasi hutangnya dan 

tidak mau menerima pengembalian uang yang telah diberikan oleh 

penggugat kepada tergugat, sehingga penggugat tidak bisa melakukan 

perbuatan hukum. Sedangkan akibatnya bagi para tergugat yaitu tergugat I 

harus mau menerima pengembalian uang yang diberikan oleh penggugat 

dan perjanjian jual beli tanah diantara mereka berdua batal demi hukum, 

bagi tergugat III harus menyerahkan sertipikat tanah Hak Milik No. 

6340/2007 kepada penggugat, dan selanjutnya para pihak tergugat harus 

membayar biaya perkara di persidangan. Dan dengan batalnya perjanjian 



 

 

jual beli ini maka ada hak –hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan 

diselesaikan oleh para pihak yang beperkara mengenai Objek Perkara ini. 

B. Saran 

1. Sebaiknya kedua belah mematuhi segala yang telah disepakati dalam 

perjanjian yang telah dilakukan agar tidak terjadinya sengketa yang 

mengakibatkan adanya gugatan ke pengadilan yang pada akhirnya 

mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian tersebut. 

2. Apabila terjadi sengketa yang ditimbulkan dari perjanjian, hendaklah dapat 

diselesaikan dengan caramusyawarah antara para pihak, ataupun dengan 

jalan mediasi sehingga perkara tersebut tidak sampai ke Pengadilan. 

3. Sebaiknya Notaris dalam membuat akta otentik tidak mencoba untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, karena 

tidak saja akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Lebih 

buruk lagi Notaris itu sendiri akan terjadi turut tergugat dalam perkara 

perdata, dan juga dapat dituntut secara pidana apabila akta blanko kosong 

disalahgunakan oleh para pihak. 

 


